BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa

Menimbang :@ a.
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
b. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)- tentang Perubahan Dokumen
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-5KPD), yaitu perubahan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dalam satu kegiatan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dinvatakan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
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bahwa sehubungan dengan tidak mencukupinya Anggaran untuk pembayaran listrik kantor dan PJU pada Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan ljuruf d, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 67 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
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e Lndarg Lm:iang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputf ik Indonesia Tahur
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubat  beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nom
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5%,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); *

19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
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%. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggarar Verdagatas
Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019,
. Peraturan Eu;mﬁ Takalar Nomor 67 Tahun 2018 lerntany ”ﬁﬂnl’mhﬂr AT a1 Vendapatan dar Betarna [nerat
Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATIE TAKALAK SNOMOR 67
' TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANCLARATS 2015

Pasal |

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.185.816.049.500,00 bertambah sejumiai Kp.
32.494.351.087,00 sehingga menjadi Rp. 1.218.310.400.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.173.816.049.500,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 15.413.516.716,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.189.229.566.216,00
2. Belanja
a. Semula Rp.  1.180.816.049.500,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 32.494.351.087,00
Rp. 1.213.310.400.587,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp. (24.080.834.371,00)

- 3. Pembiayaan

1. Semula Rp.  12.000.000.000,00



2. Bertambah/(berkurang) Rp. 17.080.834.371,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 29.080.834.371,00
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 24.080.834.371,00
Sisa kurang pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

[.ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Takalar.
Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 30 Juli 2019

UPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Juli 2019

RETARISDAERAH KABUPATEN TAKALAR,

>

1 I L
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip - 19620703 198611 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR
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